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BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATIMUSI RAWASUTARA
NOMOR ~ TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf d, angka 20
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ketentuan
Pasal 44 Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara maka perlu
adanya penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian
dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas
Pertanian dan Prikanan perlu di atur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4411);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4433), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lebaran Negara RI Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
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Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor
140, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara RI Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4660);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2009
Nomor 84, Tambahan Lebaran Negara RI Nomor 5015)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan
Lebaran Negara RI Nomor 5619);

7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5073);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara RI
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5068 );

. 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
(Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan
Lernbaran Negara RI Nomor 5170);

10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Mus! Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5429);

11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara RI Tahun 2013
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5433);

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara RI- Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lernbaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentanc Perubahan Kp.rlll~ At!:lc;, 11•.•,.1..,. •.•.•.•



Lembaran Negara RI Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun
1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3547);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Oaerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
(Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan
Lernbaran Negara RI Nomor 5356);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);

18. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Oaerah;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/OT. 010/8/2016 tentang Pedoman Nomeklatur,
Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Oinas Urusan
Pertanian Oaerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita Negara
RI Tahun 2016 Nomor 1330);

20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 26/Permen-KPJ2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Oaerah dan Unit Kerja Pada
Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Oi Sidang
Kelautan dan Perikanan (Serita Negara RI Tahun 2016
Nomor 1327);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penibentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016
Nomor 3).

23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun ?01R To.nf~•..•"" 11 _



Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 6);

24. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Tahun 2016
Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Mtmetapkan PERATURAN BUPATI MUSt RAWAS UTARA TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasat1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1; Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. . Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

5. Dinas Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disingkat PERTANIKAN adalah
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Musi Rawas Utara.

7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Musi Rawas Utara.

8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi
Rawas Utara.

9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Musi Rawas. Utara.

10. Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Musi Rawas Utara.

11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara.

12, Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di
lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara.



BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal2
(1) Dinas Pertanian dan Perikanan terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat yang

membawahkan Subbagian-Subbagian, dan Bidang yang masing-masing Bidang
membawahkan Seksi-Seksi.

(2) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

(3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal3
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1), membawahkan :

a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;

b. Subbagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset

(2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

a. Bidang Tanarnan Pangan dan Hortikultura, membawahkan:

a) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

c) Seksi Pengolahan
Hortikultura.

b. Bidang Perkebunan, membawahkan:

dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan

a) Seksi Perbenihan dan .Perlindungan Perkebunan;

b) Seksi Produksi Perkebunan ; dan

c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

c. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan :

a) Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan;

b) Seksi Kesehatan Hewan; dan

c) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Peternakan

d. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan , membawahkan:

a) Seksi Lahan dan Irigasi

b) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan

c) Seksi Penyuluhan.

e. Bidang Perikanan, membawahkan :

a) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;

b) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan; dan

c) Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
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(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Sidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan dalam
pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris.

(5) Sub Bagian dlpirnpirr oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Sidang.

(7) UPT Dinas, selanjutnya diatur dalam Peraturan Supati tentang pembentukan dan
tugas pokok dan fungsinya.

(8) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:
a. Penyuluh Pertanian;
b. Pengawas Benih Tanaman;
c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
d. Pengawas Sibit Terriak:
e. Pengawas Mutu Pakan;
f. Medik Veteriner;
g. Paramedik Veteriner;
h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
i. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
j. Jabatan Fungsional lainnya.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pertanian dan Perikanan

Pasal 4

(1) Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tug as membantu Supati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang pertanian dan Perikanan.

(2) Dinas Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Supati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4, Dinas Pertanian
dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan di _bidang prasarana dan sarana, tanaman panqan..

hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan serta
penyuluhan pertanian;

b. penyusunan programa penyuluhan pertanian;
c. pengembangan prasarana pertanian;
d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman,

benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan:
h n~nnQnrl-""li •...••..•...I~------- - - .



j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
I. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha keeil pembudidayaan

ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1
(satu) daerah kabupaten, penpelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan
Ikan (TP1), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

m. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha keeil
pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang
usahanya dalam 1 (satu) daerah kabu paten , pengelolaan dan penyelenggaraan
Tempat Pelelangan lkan (TP1), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil
pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang
usahanya dalarn 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan
Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

o. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian dan perikanan;
p. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Perikanan; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6
Sekretariat rnernpunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada
seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan.

Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat
menyelenggarakan fungsi :
a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan
serta penyuluhan pertanian;

b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan
dokumentasi;

c. penataan organisasi dan tata laksana;
d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. pengelolaan baranq miliklkekayaan negara; dan
f. pelaksanaan tug as lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasa! 8
(1) Subbagian Pereneanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan reneana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian dan perikanan, dengan
uraian tugas pekerjaan sebagai berikut :
a. melakukan penyusunan reneana dan anggaran Subbagian Perencanaan dan

Evaluasi;
b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan reneana. oroaram rli
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C. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian
dan perikanan;

d. penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan
di bidang pertanian dan perikanan;

e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian peJaksanaan
anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

f. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di
bidang pertanian dan perikanan;

g. melakukan pemantauandan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di
bidang pertanian dan perikanan;

h. melakukan penyusunan pelaporan kinerja di bidang pertanian dan perikanan;
i. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan

tugasnya.

(2) Subbagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas
melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama,
kehumasan, protocol, ketatalaksanaan dan melakukan penyiapan urusan
keuangan dan pengelolaan barang rnilik negara.

(3) dengan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:
a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum,

Kepegawaian, Keuangan dan Aset;
b. melakukan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;
c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan

pensiun pegawai;
d. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi

kinerja pegawai;
e. rnelakukan urusan tat a usaha dan kearsipan;
f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
g. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
h. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
i. melakukan telahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-

undangan;
j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan

Subbagian Umum;
k. melakukan penyusunan kegiatan rutin;
I. melakukan urusan akutansi, verifikasi keuangan;
m. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan

pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
n. melakukan urusan gaji pegawai;
o. melakukan administrasi keuangan;
p. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen

keuangan;
q. melakukan penyusunan laporan keuangan;
r. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil

pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
s. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan

Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
t. melakukan oenvianan h::lh::ln non-=a+-=a"co<>h", •••", ,.j •••~ :~ •• __ .••__ :- - -: .- - .-



u. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran,
penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;

v. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan
peralatan dan perlengkapan Kantor; melakukan penyusunan laporan dan
pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan
Aset; dan

w. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan
tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 9
Bidang Tanaman Pang an dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaiuasi di bidang tanaman pang an dan hortikutura.

Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da!am Pasal 9, Bidang Tanaman
Panqan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan

pernasaran hasil di .bidang tanaman pangan dan hortikultura;
b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan

dan hortikultura;
c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan

hortikultura;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pang an

dan hortikultura;
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana

alarn, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pang an dan hortikultura;
f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasll di bidang

tanaman pangan dan hortikultura;
.g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan

hortikultura;
h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 11
(1). Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

rnempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang
perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, dengan uraian
tugas pekerjaan sebagai berikut:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi

Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan dan hortikultura;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan

dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
c. melakukan penyiapan bahan penvediaan dan n,:mn~w~~~n r ••::.ro,..{"""<:3r\ h•..•~a...



d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di
bidang tanaman pangan dan hortikultura;

e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber
benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

f. -melakukan penyiapan _bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan
pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran
benih yang beredar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan
benih di bidanqtanaman pangan dan hortikultura;

i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme
pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan
dan hortikultura;

k. melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan
operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan
dan hortikultura;

I. melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan dan
hortikultura;

m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;

n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di
bidang tanaman pangan dan hortikultura;

o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;

p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;

q. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan
di bidang tanamanpangan dan hortikultura;

r. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan hortikultura; dan

s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugasnya.

(2) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pang an dan
hortikultura dengan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi

Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan

produksi tanaman pangan dan hortikultura;
c. melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di

bidang tanaman pangan dan hortikultura;
d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman

pangan dan hortikultura;
e. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman

pang an dan hortikultura;
f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi

Produksl T~n~m~n 0",,.,,..,..- ..J __ "_-'-"_ ••
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g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugasnya.

(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,
pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di
bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura,
dengan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

(4) melakukan penyiapan. bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan

hasil tanaman pangan dan hortikultura;
b. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan

hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
c. melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang

tanaman pangan dan hortikultura;
d. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang

baik (CPPOB) dan pernberian surat keterangan kelayakan pengolahan
(SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

e. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman
pangandan hortikultura;

f. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan
hortikultura;

g. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

i. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pang an dan Hortikultura; dan

j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perkebunan

Pasal 12
Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan
kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang
perkebunan.

Pasal 13
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang
Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan

dan pemasaran hasil perkebunan;
b. penyusunan rencana kAhlltt ,h~n rI •..••..•~-- .. - -" .



e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana
alam, dan darnpak perubahan iklim di bidang perkebunan;

f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang
perkebunan;

g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasH di bidang
perkebunan;

h. pemberian izin usahalrekomendasi teknis di bidang perkebunan;
i. pernantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 14
(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melakukan

penylapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan
teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan
perkebunan, dengan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut :
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi

Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan

, .'
perlindungan perkebunan;

c. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di
bidang perkebunan;

d. melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
e. melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang

perkebunan;
f. merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di bidang

perkebunan;
g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih

yang beredar di bidang perkebunan;
h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan

benih di bidang perkebunan;
i. melakukan penyiapan bahan pengendalian OPT di bidang perkebunan;
j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;
k. melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan

operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;
I. melakukan pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;
m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang

perkebunan;
n. melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di

bidang perkebunan;
o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang

perkebunan;
p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang

perkebunan;
q. melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di

bidang perkebunan;
r. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi

Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh KAn~(~ Ri~",,,,'" ~-- .. -,.



(2) Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan, dengan uraian tugas
pekerjaan sebagai berikut :
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi

Produksi Perkebunan;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi

perkebunan;
c. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang

perkebunan;
d. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
e. melakukan bimbingan penerapan teknoloqi budidaya di bidang perkebunan;
f. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi

Seksi Produksl Perkebunan; dan
g. melakukan tuqas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas
rnelakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasl di bidang pengolahan dan
pemasaran hasil perkebunan, dengan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut :
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan

hasil perkebunan.
c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan

hasil di bidang perkebunan;
d. melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di

bidang perkebunan;
e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang

baik (CPPOB) dan - pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan
(SKKP/SKP) di bidang perkebunan;

f. melakukan pelayanan dan pengembang an informasi pasar di bidang
perkebunan;

g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan

pemasaran hasil di bidang perkebunan;
i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan

pemasaran hasil di bidang perkebunan;
j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi

Penqolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 15
Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan_
kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta oernantauan dan p.v~hI~c:i rli hi'"'''' •...•,..
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Pasal 16
Untuk melaksanakan tugas .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan

hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan:
b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan

benih/bibit hijauan pakan ternak;
d. perrtberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
9. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
f. pengawasan obat hewan;
g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
h. . pengelolaan pelayanan [asa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner

dan kesejahteraan hewan;
j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan

kesehatan masyarakat veteriner;
k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang

peternakan;
I. pernantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
m. petaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 17
(1). Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan
teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi
peternakan, dengan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi

BenihiBibit dan Produksi;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit,

pakan, dan produksi peternakan;
c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit

ternak, dan hijauan pakan ternak;
d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran

Hijauan Pakan Ternak (HPT);
e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, rnutu, pakan, benih/bibit

HPT;
f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui

jaminan kemurnian dan kelestarian;
h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi

Benih/Bibit dan Produksi Peternakan; dan
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.



(2). Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan, dengan uraian tugas
pekerjaan sebagai berikut :
a.·· melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi

Kesehatan Hewan;
b. melakukanpenyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan

hewan;
c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat

distributor;
d. melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan

penyakit hewan;
e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan

dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
f. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
g.melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan

daerah wabah penyakit hewan menular;
h. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu

obat hewan;
i. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor

obat hewan;
j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi

Kesehatan Hewan; dan
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

(3). Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan
evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran
hasil peternakan, dengan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut :
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi

Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Peternakan;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan
masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah
dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;

d. melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen

aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
g. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
h. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
i. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan

hewan qurban;
j. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan

hasildi bidang peternakan;
k. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil



I. rnelakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang
baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan
(SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

m. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang
.peternakan dan kesehatan hewan;

n. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan
hewan;

o. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan,
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

p. melakukan pematauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan,
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

q. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Peternakan;

r. rnelakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugasnya.

8agian Ke Enam
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 18
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian.

Pasal19
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang
Prasarana, Sarana dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
b. penyusunan programa pertanian
c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin

pertanian;
f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
h. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
i. rnelakukan bimbingandan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan

pertanian;
j. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;

dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 20
(1) Seksi Lahan dan irigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan, dan pernberian bimbingan teknis dan pemantauan serta
evaluasi di bidana oennAII"\I~~nbh-::.•..•rI~"" ;~;---: .J __ ---



a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan
Dan Irigasi;

b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan
lahan dan irigasi pertanian;

c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan
irigasi tersier;

d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi,
optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;

e. melakukan penyiapanbahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan
pertanian;

f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai
air;

g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan
Dan Irigasi; dan

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugasnya.

(2) Seksl Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin
pertanian, dengan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk,

!Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk,

pestisida, alat dan mesin pertanian;
c. melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin

pertanian;
d. melakukan pengawasan peredaran dan pendafiaran pupuk, pestisida, alat dan

mesin pertanian;
e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
f. melakukan bimbingan pendampingan dan superfisi pembiayaan dan investasi

pertanian;
g. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi

Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan

tugasnya.

(3) Seksi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan. ketenagaan dan metode, serta
informasi penyuluhan pertanian, dengan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi

Penyuluhan Pertanian;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan.

ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
d. melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang

penyuluhan pertanian;
e. melakukan penyiapan bahan informasi dan mArii~ rli hi,..!,., •.•,.. -..:..- •... I •. f- ---



f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem
manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;

g. melakukan penyiapan bahan penquatan dan pengembangan serta peningkatan
kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;

h. melakukan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan
penyuluhan pertanian;

i. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh
pertanian;

j. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi. penilaian dan pemberian
pehghargaan kepada penyuluh pertanian;

k. rnelakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan
penyuluhan pertanian;

I. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi
kelembagaan petani;

m. rnelakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada
kelembagaan penyuluh pertanian;

n. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi
Penyuluhan Pertanian; dan

o. melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugasnya.

Bagian Ke Tujuh
Bidang Perikanan

Pasal 21
Bidang Perikanan mempunyai tugas mempunyai tugas meJaksanakan penyiapan
koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di
bidang perikanan.

Pasal22
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perikanan
menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan ne/ayan kecil;
b. pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
c. pelaksanaan penyiapan penerbitan SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan;
d. pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan

(TPUPI);
e. pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut lkan Hidup

(TPKPIH);
f. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil; dan
g. petaksanaan penyiapan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Pasal 23
(1) Se.ksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan keeil, dengan uraian tugas
pekerjaan sebagai berikut:
a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis. nanvianan h::lh::ln nor •••..•...•••<'•.••~



penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil
dan usaha kecil pembudidayaan ikan.

b. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan
den pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi
kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses. ilrnu pengetahuan,
teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan
ikan.

c. melakukan pengurnpulan data, identifikasi, anallsis, penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan
kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan.

(2) Seksi Pemberdayaan' Usaha Kecil Pembudidaya Ikan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan
kehijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang
pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota serta
pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dengan uraian
tugas pekerjaan sebagai berikut:

a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan
dan petaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan
SIUP di bidang pembudidayaan Ikan.

b. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan
TPUPI dan TPKPIH.

c. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan
dan penyelenggaraan TPI.

r":''''''''' ,

(2) Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan, dengan uraian
tugas pekerjaan sebagai berikut:
a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan
rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RT/RW dan
penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan.

b. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan
air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan
lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan
pembudi daya ikan.

c. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan
Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Pembesaran Ikan yang Baik,
penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan
pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih Ikan.



BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24
(1) Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas antara Jain:

a. melakukan penyusunan programa penyuluhan pertanian;
b. melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian;
c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan

bagi pelakuutama dan pelaku usaha;
d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman mempunyai tugas antara lain:
a. melakukan penyusunan rencana pengawasan benih;
b. melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih;
c. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Jabatanfungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai
tugas antara lain:

. ,a. melakukan pengendalian hama pengganggu tumbuhan;
-..:b. melakukan pengendaHan dan penanggulangan bencana alam;

C'~melakukan pengendalian dan penggulangan dampak perubahan iklim;
d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang· jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak mempunyai tugas antara lain:
.~. melakukan pengawasan proses produksi benih/bibit ternak;
Q. melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak;.>.

c. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-
"\ masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan mempunyai tugas antara lain:
a. melakukan pengawasan peredaran dan pengujian mutu pakan;
b. melakukan penqernbanqan sistem dan metode pengujian dan pengawasan mutu

pakan;
c. melakukan kegiatan fain sesuai dengan jenjang jabatan fungsionaJ masing-

masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Jabatan fungsional Medik Veteriner mempunyai tugas antara lain:
a. melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan;
b. rnelakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan mayarakat veteriner;
c. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk

hewan;
d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(7) Jabatan fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas antara lain:
a. rnelakukan nt=lon/"'t~nrl<:lli<:l'"h,.. •.•.•~ .J~_ - -- .. _,.', •



b. rnelakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan mayarakat veteriner
dibawah penyeliaan Medik Veteriner;

c. melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan
dibawah penyeliaan Medik Veteriner;

d. rnetakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsionaJ masing-
rnasinq berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(8) Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
a. melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
b. melakukan pengujian rnutu hasil pertanian;
c. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-

masingberdasarkan peraturan perundang-undangan.
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(9) Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
a. melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
b. melakukan analisis data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
c. melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi dan biaya usaha tani;
d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-

masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan pimpinan satuan organisasi serta
kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi
lainnya.

Pasal 26
r"'''', ,Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing,
''''''/ mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk

bagi. pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil
langkah-Iangkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi waiib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk
dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan
secara berJenjang.



BABVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal28
Peraturan Bupaf ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang menqetahulnyaxrnemerintahkan pengundangan Peraturan Bupaf ini
dengah penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Diundangkan dl . : Muera Rupit,
pada tanggal : \ (.. (j\t\At.c.\./ ·17
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